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A. Latar Belakang Masalah 
Peranan hukum dalam mengatur kehidupan masyarakat sudah dikenal sejak 
masyarakat mengenal hukum itu sendiri, karena hukum dibuat untuk mengatur kehidupan 
manusia sebagai makhluk sosial. Melihat perkembangan hukum dalam masyarakat, maka 
dapat diketahui bahwa peranan hukum dalam mengatur kehidupan masyarakat mengalami 
perubahan dan perbedaan dari suatu kurun waktu ke waktu lain. Dalam masyarakat, 
hukum berfungsi untuk menciptakan dan memelihara keamanan serta ketertiban. Fungsi 
ini berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat itu sendiri yang meliputi 
berbagai aspek kehidupan masyarakat yang bersifat dinamis yang memerlukan kepastian, 
ketertiban, dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan. Kehidupan 
masyarakat yang memerlukan kepastian hukum memerlukan sektor pelayanan jasa publik 
yang saat ini semakin berkembang seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat atas 
pelayanan jasa. Hal ini berdampak pula pada peningkatan di bidang jasa Notaris. Peran 
Notaris dalam sektor pelayanan jasa adalah sebagai pejabat yang diberi wewenang oleh 
negara untuk melayani masyarakat dalam bidang perdata khususnya pembuatan akta 
autentik. 
Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi dalam memberikan jasa 
hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi 
tercapainya kepastian hukum. Negara Republik Indonesia adalah negara hukum 
berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang menjamin kepastian, ketertiban, dan 
perlindungan hukum bagi setiap warga negara. Ketentuan tentang Jabatan Notaris diatur 
dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang kemudian 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN).
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Pasal 1 angka (1) UUJN menyebutkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang 
berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Jabatan 
Notaris merupakan jabatan kepercayaan, maka keluhuran serta martabat Jabatan Notaris 
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harus dijaga, baik ketika dalam menjalankan tugas jabatannya maupun perilaku kehidupan 
Notaris sebagai manusia yang secara langsung maupun tidak langsung memengaruhi 
martabat jabatan Notaris. Kedudukan Notaris sebagai pejabat umum, dalam arti 
kewenangan yang ada pada Notaris tidak pernah diberikan kepada pejabat-pejabat lain, 
sepanjang kewenangan tersebut tidak menjadi kewenangan pejabat-pejabat lain dalam 
membuat akta autentik dan kewenangan lain, maka kewenangan tersebut menjadi 
kewenangan Notaris.
2
 
Salah satu fungsi negara, yaitu dapat memberikan pelayanan umum kepada 
rakyatnya. Salah satu bentuk pelayanan negara kepada rakyatnya, yaitu negara memberi 
kesempatan kepada rakyat untuk memperoleh tanda bukti atau dokumen hukum yang 
berkaitan dalam hukum perdata. Untuk memenuhi keperluan tersebut secara fungsional 
diberikan kepada Pejabat Umum yang dijabat oleh Notaris. Notaris menjalankan sebagian 
kekuasaan negara dalam bidang hukum perdata untuk melayani kepentingan rakyat 
memerlukan bukti atau dokumen hukum berbentuk akta autentik yang diakui oleh negara 
sebagai bukti yang sempurna. Oleh karena itu, Notaris yang menjalankan profesi dalam 
pelayanan hukum kepada masyarakat, perlu mendapat perlindungan dan jaminan demi 
tercapainya kepastian hukum. 
Akta autentik adalah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh 
undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk 
itu di tempat akta dibuat, sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 KUHPerdata. Salah satu 
pegawai umum atau pejabat yang berwenang untuk membuat akta autentik adalah Notaris. 
Notaris berwenang untuk membuat akta autentik, selain itu Notaris juga berwenang untuk 
melegalisasi atau membukukan akta-akta yang dibuat di bawah tangan sesuai dengan 
kewenangan lainnya yang diatur dalam UUJN. 
Setiap menjalankan tugas jabatannya dalam membuat suatu akta, seorang Notaris 
memiliki tanggung jawab terhadap akta yang dibuatnya sebagai suatu realisasi keinginan 
para pihak dalam bentuk akta autentik. Tanggung jawab notaris, berkaitan erat dengan 
tugas dan kewenangan serta moralitas baik sebagai pribadi maupun selaku pejabat umum. 
Notaris mungkin saja melakukan kesalahan atau kekhilafan dalam pembuatan akta. 
Apabila ini terbukti, akta kehilangan otentisitasnya dan batal demi hukum atau dapat 
dibatalkan. Dalam hal ini apabila menimbulkan kerugian bagi pihak yang berkepentingan 
dengan akta tersebut, Notaris dapat dituntut secara pidana atau pun digugat secara perdata. 
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Sanksi yang dikenakan secara pidana adalah menjatuhkan hukuman pidana dan sanksi 
secara perdata adalah memberikan ganti rugi kepada pihak yang berkepentingan tersebut.
3
 
Contoh kasus Notaris yang terlibat dalam kasus tindak pidana adalah Ninoek 
Poernomo. Kasus tindak pidana yang dilakukan oleh Notaris Ninoek Poernomo telah 
diputus dalam putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1014 K/Pid/2013 tanggal 6 
November 2013. Kasus ini berawal dari Notaris Ninoek Poernomo yang membuat surat 
atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan hak suatu perikatan atau pembebasan 
utang atau yang diperuntukkan sebagai bukti dengan maksud untuk memakai atau 
menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar atau tidak 
dipalsukan.  
Ninoek Poernomo selaku Notaris tidak menjalankan tugas dan jabatannya secara 
betul, yaitu tidak berpedoman pada Undang-Undang Jabatan Notaris dalam menerbitkan 
Akta Berita Acara Rapat Yayasan Bhakti Sosial Surakarta Nomor: 58 tanggal 15 April 
2008. Terhadap perbuatan Terdakwa Notaris Ninoek Poernomo tersebut, maka 
berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor: 83/Pid.B/2011/PN.Ska tanggal 
4 Oktober 2012 dalam amar putusannya menyatakan bahwa Terdakwa Ninoek Poernomo 
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Pemalsuan Surat 
Autentik” serta menjatuhkan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan. 
Putusan Pengadilan Negeri Surakarta tersebut kemudian diperkuat dengan Putusan 
Pengadilan Tinggi Semarang Nomor: 345/Pid/2012/PT.Smg tanggal 12 Desember 2012 
yang dalam amar putusannya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor: 
83/Pid.B/2011/PN.Ska tanggal 4 Oktober 2012 dan menetapkan agar Terdakwa ditahan. 
Selanjutnya, dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung juga menolak kasasi yang diajukan 
oleh Terdakwa. Dengan demikian, Terdakwa tetap menjalani sanksi pidana sebagaimana 
yang telah diputuskan pada tingkat pengadilan sebelumnya. 
Sementara itu, contoh lain adalah kasus Notaris/PPAT Theresia Pontoh tersangka 
dalam kasus penipuan dan penggelapan yang ditangani oleh Polda Papua. Theresia 
merupakan Notaris yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembuatan akta jual 
beli tanah dengan tuduhan Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan oleh penyidik Polda 
Papua di Jayapura. Kasus ini bermula dari laporan pada tanggal 9 Juli 2013, terkait dengan 
batalnya jual beli tanah antara Rudi Doomputra selaku calon pembeli dan Hengki Dawir 
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selaku pemilik tanah. Adapun akte jual beli tanah adalah SHM Nomor 02298 seluas 3.780 
meter dan Nomor SHM 02229 seluas 7.424 meter, yang berlokasi di Jayapura.
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Hal tersebut dikarenakan, dalam proses persyaratan jual beli tanah belum terpenuhi 
karena tidak ada bukti PBB sehingga Notaris Theresia menangguhkan jual beli tanah 
tersebut dengan memberi tanda terima kepada Rudi Doomputra. Pada akhirnya oleh 
pemilik tanah, jual beli tesebut dibatalkan dan dikembalikan kepada pemiliknya Hengki 
Dawir melalui perjanjian Van Dading atau perdamaian dengan Nomor 56/Pdt.G/2010/PN 
Jayapura. Meskipun demikian, Notaris Theresia oleh penyidik ditetapkan sebagai 
tersangka. Sementara itu, apabila melihat Pasal 50 KUHP, yaitu pejabat yang bekerja 
sesuai aturan tidak bisa dipidana. Selain itu juga didukung oleh Pengurus Pusat Ikatan 
Pejabat Pembuat Akta Tanah dengan Surat Keterangan Nomor 49/P P-IPP AT/XI/2013 
tertanggal 20 November 2013 yang menyatakan bahwa Theresia telah bekerja dengan baik 
dan benar.  
Terhadap Notaris dapat dijatuhi sanksi pidana jika memang terbukti melakukan 
suatu perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana, seperti pemalsuan atau 
penggelapan. Hal tersebut ditunjukkan dengan banyak terjadinya akta yang dibuat oleh 
Notaris sebagai alat bukti autentik dipersoalkan di Pengadilan atau notarisnya langsung 
dipanggil untuk dijadikan saksi bahkan seorang Notaris digugat atau dituntut di muka 
pengadilan. Penyebab permasalahan, dapat timbul secara langsung akibat kelalaian 
Notaris, namun juga bisa timbul secara tidak langsung dalam hal dilakukan oleh orang 
lain. Apabila penyebab permasalahan ditimbulkan karena kelalaian Notaris tidak 
memenuhi ketentuan Undang-Undang, maka berakibat akta tersebut hanya mempunyai 
kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau menjadi batal demi hukum, yang 
dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian menuntut penggantian kepada 
Notaris. Namun jika penyebab permasalahan bukan timbul dari kesalahan notaris, 
melainkan timbul karena ketidakjujuran para pihak terkait kebenaran syarat administrasi 
sebagai dasar pembuatan akta, berakibat akta tersebut batal demi hukum. Adanya Notaris 
sebagai tersangka, menunjukkan bahwa Notaris sebagai subjek yang tidak kebal terhadap 
hukum. 
Notaris selain memberikan jaminan, ketertiban dan perlindungan hukum kepada 
masyarakat pengguna jasa Notaris, juga perlu mendapat pengawasan terhadap pelaksanaan 
tugas dan jabatannya. Sisi lain dari pengawasan terhadap Notaris adalah aspek 
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perlindungan hukum bagi Notaris di dalam menjalankan tugas dan fungsi yang oleh 
undang-undang diberikan dan dipercayakan kepadanya, sebagaimana disebutkan dalam 
butir konsideran menimbang huruf c yang menyebutkan bahwa Notaris sebagai pejabat 
umum yang menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat, perlu 
mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum. 
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan 
penelitian dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Notaris dalam Sistem Peradilan 
Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris”. 
 
B. Perumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah 
dalam penelitian ini adalah: 
1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap Notaris dalam sistem peradilan 
pidana menurut UUJN? 
2. Apa yang menjadi hambatan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap Notaris dalam 
sistem peradilan pidana menurut UUJN dan bagaimana cara mengatasinya? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Suatu penelitian harus mempunyai tujuan yang jelas dan pasti, karena tujuan akan 
menjadi pedoman dalam mengadakan penelitian. Adapun tujuan dalam penelitian ini 
adalah: 
1. Untuk menganalisis pelaksanaan bentuk perlindungan hukum terhadap Notaris dalam 
sistem peradilan pidana menurut UUJN.  
2. Untuk menganalisis hambatan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap Notaris 
dalam sistem peradilan pidana menurut UUJN dan cara mengatasinya. 
 
D. Manfaat Penelitian 
Suatu penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat yang berguna bagi 
perkembangan ilmu hukum itu sendiri maupun dalam prakteknya. Manfaat yang diperoleh 
dari penelitian ini adalah: 
1. Manfaat Teoritis 
a) Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum pada 
umumnya dan Hukum Perdata pada khususnya. 
b) Memperkaya referensi dan literatur dalam kepustakaan yang dapat digunakan 
sebagai bahan acuan bagi penelitian yang akan datang.  
2. Manfaat Praktis 
a) Untuk mengembangkan gagasan, membentuk pola pikir ilmiah serta menerapkan 
ilmu yang telah diperoleh. 
b) Memberikan gambaran secara lebih nyata mengenai perlindungan hukum terhadap 
Notaris dalam sistem peradilan pidana. 
 
